WALIHOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
MOMOR # TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMAS] HUKUM

KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

L
Menimbang : a
b
=
Mengingat i1,

WALIKOTA BAUBAL,

bahwa dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang
tertata, dan terselenggara dengan baik dalam suatu jarimgan
merupakan suatu bagian vang tidak terpisahkan dalam
penyelenggaraan tata pemerintzhan yang baik, bersih dan
bertanggungiawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat
atas dokumen dan Infomasi Hukum vang dibutuhkan;

bahwa wuntuk mengeslola Dokumentasi dan  Informasi
Hukum wyang lengkap,alkurat, mudah dan cepat vang
tergebar diberbegal Orpanisasi Peranghat daerah perlu
membangun kegasama dalam suatu jaringan delumentasi
dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dolkumentasi dan
Informasi Hukum Kota Baubau;

Undang-Undang Notmor 13 Tahun 2001 Tentang
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonegia Tahun 2008 Nomor &1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tehun 2009 tentang Pelayanan
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3038);

d.  Undanpg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomaor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
denigary  Undang-Undang Nomor 9 0 Tahun 20015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 5679);

a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentast dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2
Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis
Dokumentasi dan Informasi Hukum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Baubau Momor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
{Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomer 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BEAUBAL

BAE |
KETENTUAN UMUM
Pasal [
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
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A Pewerintnh Dol adadnh Wadlots don peenngkat Daerah sebagal uneur
penyeboigugnen Peevintabion Doeenls;

Jo Wallheoten selidaby Walllolo e e,

A alnetogen  Dolovienionnl  dan Infwoel Hokom Kete Boauabag - yang
aolivuiogn distnghon O Kota Piobing sdalah pendoyogunoan bersnma
Dodeiiwen Tl mecarn tertily, tempadu, din Derkesnembungan serin
wierdpikon s pemberinn pelayaoon  informasl - Hokom secarn
rniila el ikl dai lsnghig;

e Posat dntlngan Dakomentost don Informosl Hukom yong selanjutnyn
chimdnglent Pumat JUN scbinlsh pusnd Joelngan Dekumentast dan Informasi
Mulum Kotn Daulw vang berwda puln Doglon Hubum Sekeriadal
ey Bt b

O Dodivineiv  Hakim  mdalnh Produk Hokam  yang  bertipa Peralumn
Peeviisdmmg-Undomman obon Peoculy Hislum seloln Pemiomn Perundang-
Unalangon yong meliputd namun thdak terbatns pada potusnn pengadilan,
yurlspradenslnedlel majalah Hubum, Buke Hukem,Pengkajinon Hukum
o mnenngan Peentumn perundang-Undangan;

T Informosl Hukum adnlnh semun datn don keterangan yang terkandung
dalm Boleumen Hukom;

8, Sistem Informanl Hukum ynng selanjutnya disingkat Siskom adalah suatu
slstem untuk mengeloln Data Bose Peraturan Perundang-Undangan;

9. Angpolan Jaringnn ndalah unit Organlsasi pada Organisasi Perangkat
Daernh dilingkungan Pemerintah Kota Baubau dan lembaga-lembaga lain
yang menangnni Dokumentnsi dan Informeas] Hukum;

10. Inventarisnal  Pernturan  Perundang-undangan dan  Instrumen Hukum
Iminnya adaloh  Kegintan  pembuatan  daftar  Peraturan  Perundang-
undangan dan instrumen Hukum Iainnya yang unsur-unsur lainnya
terdird dnri nomor urut, bentuk Peraturan, Nomor Peraluran, tanggal,
tentang, sumber dan slatus;

11, Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya
adulah Wokil ringkna darl setiap jenis peraturan Perundang-undangan dan
Instrumen Hukum lainnya yang ada di pusat JOIH bersama unit jaringan;

12. Abatrak Peraturan Perundang-undangan adalah ringkasan mengenai
alasan atau dasar pertimbangan lainnya atau dibuatnya suatu Peraturan,
Dagar hukum, dan ringknsan pokok materi /pokok permasalahan yang
diatur;

13, Perangkat  Dacrah  adalah  unsur pembantu  Walikota  dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daecrah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Dacrah, Kecamatan dan Kelurahan:
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BAE I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Baubau merupakan Pusat JDIH
yang berada dibewah dan bertanggungjawab kepada Walikota:

Pasal 3
Tugas Pokok JDIH adalah :

3. Menyimpan hasil kegiatan pembangunan di bidang Hukum:

b. Melakukan  pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
penyebarluasan Bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

¢. Menyiapkan bahan Hukum untuk mengambil keputusan;

d. Menyediakan Fasilitas untuk mendalami dan  memanfaatkan
pengetahuan Hukum melalui perpustakaan Hukum;

€. Menyiapkan bahan dalam perencanaan Hukum dan perancangan
Feraturan Perundamg-Undangan, peneliti Hukum, Profesi Hukum,
dan penyuluhan Hukum;

[ Melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperolah
informasi Hukum;

Pasal 4
Fungsi JDIH adalah :

a. Sebagai salah satu upaya pembangunan bidang Hukum;
b. Untuk meningkatkan penyebar luasan dan pemahaman pengetahuan
Hukiim;

¢. Memudahkan pencarian dan penelusyran Peraturan Perundang-
Undangan dan Bahan Dokumentasi hukum lainnya;

BAE [
KEWAJIBAN
Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, JDIH
mempunyal kewajiban mencakup:
a. Mengelolah sistem penemuan kembali Peraturan Perundang-undangan;
b. Mengelala sistem penyebarluasan informasi Hukum;
c. Membina Komunikeasi dan Kordinasi anggota Jaringan:
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BAR [V
SUSUNAN ORGAMIEAS]
Baginn Keaatu
Urnuwm
Posal &

(1) JOIH Kotn terdiri dari ;
a. Pusat JDIH;
b, Anggotn Jaringan;

{2 Pusat JDIH sebagnimans dimaksud pada ayat (1) hurup a adalah Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Baubau;

(3] Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b adalah
Bogian/unit yang mengolah,/atau penyimpanan Produk-produk Hukum
pada

a. Sekertariat Daerah, Sekertariat Dewan Perwakikan Rakyat Daerah,
. Dinas Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Inspektorat
di lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
b. Kecamatan se Kota Baubau;
c. Kelurahan se-Kota Baubau;

(%) Bagan Organisasi JDIH Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisshkan dari Peraturan
Walikots ini;

Bagian Kedua
Tugas Pusat JOIH
Pasal 7

Pusat JDIH sebagzimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1] huruf a
. mempunyai tugas :

a. Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan Dokumentasi Hulkum:

b. Memberikan fasilitas  tekmis dalam rangka  penyelenggaraan
Dokumentasi dan Informasi Hulum pada anggota Jaringan;

c. Menyelenggarakan pembinaan dan menjalin komunikasi dengan ANgEoia
jaringan;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sehagaimana dimaksud dalam
huruf ahuruf b, dan huruf ¢ kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN dan Kepada Gubernur Provinsi
Sulawesi Tenggara c.q Kepala Bire Hukum selaku Ketua Pusat JDIH
Provinsi Sulawesi Tenggara,
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Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pusal
JDIH mempuyai fungsi :
a. Pusat informasi Hukum;
b. Pusat penyimpanan dan pengelolaan dekumentasi hukum  secara
manual dan digital;
c. Pembinaan, monitoring dan evaluasi JDIH;
d. Koeordinasi dan Konsultasi Anggota JDIH;

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
. Pasal 7 dan Pasal 8, Pusat JOIH mempunyai kewajiban :

&. Pengumpulan bahan Dokumentasi Hukum,

b. Pengolahan bahan dokumentasi Hukum secara manual dan digital:
¢. Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah:

d. Penyebarluasan Produk Hukum pada masyarakat secara digital;

Pasal 10

(1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Baubau secara fungsional
sehagai Ketua Pusat JDIH;
(2) Ketua Pusat JDIH sebgaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab
atas pembinaan dan pelaksansan JDIH dan melaporkan kegiataannya
e kepada Walikota melalui Sekretaris Darah;

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH, Ketua JDIH dapat membentuk

Tim Koordinasi pengeloipan JDIH yang susunan Keanggotasnnya terdidi
dari unsur/Instansi terkait sesuai kebutuhan;

Scanned by CamScanner



Bapian Ketiga
Anggota Jaringan
Pasal 12

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

mempunyai tugas sebagai berikut;

a. Mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan Informasi Hukum
pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah
ditetapkan;

b. Memberikan  informasi/menyebarluaskan  bahan  dokumentasi
Hukum/Peraturan Perundang-Undangan kepada Pusat JDIH dan/atau
antar anggota jaringan;

€. Melaporkan hasil pelaksansan tugas sebagaimana dimaksud pada
hurul a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku Ketua Pusat
JDIH:

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebapai Unit jaringan penunjang
dalam:

a. Pelayanan Informasi Hukum baik secara manual maupun digital;

b. Pengolahan dan penyimpanan Dokumentasi Hukum,

Pasal 14

Masing-Masing pimpinan unit organisasi anggota jaringan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat {3] bertanggungjawab untuk menunjang
pembinaan dan pelaksanaan fungsi sebagai unit jaringan penunjang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan dan Penyebarluasan
Produk Hukum

Pasal 15

Keglatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan
produk hukum meliputi kegiatan:
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0. Pengndann bahan dokumentasi, berupa buku pustaka,buku peraturan
Ferundang-Undangan don Instrumen Hukum lainnya, dan putusan
pengadilan dan yurisprudensi;

b, Pembuatan  inventarisasi  Peraturan  perundang-undangan  dan
Instrumen Hulkum Ininnya;

¢. Pembuatan Katalog Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen
Hukum lainnya;

d. Pembuatan abstrak Peraturan Perundang-Undangan;

e. Pelayanan Informasi Hukum, meliputi ;

l. Loyanan sirkulasi, yaitu layanan yang berkaitan dengan
peminjaman, pengembalian,perpanjangan peminjaman dan
kegiatan lainnya yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan
pengguna informasi secara cepat dan tepat;

2. Layanan Referensi, yaitu layanan unit jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum dalam menjawab pertanyaan, menelusur, dan

. menyediakan materl layanan informasi sesuai  permintaan
pengguna informasi dengan mendayagunakan koleksi referensi;

3. Layanan Penelusuran informasi adalah  layanan menelusur
informasi yang diminta,mendata informasi yang diperoleh dan
menyampaikan kepada pengguna informasi;

4. Layanan Informasi terseleksi dan jasa kesiagaan informasi untuk
menyRmpaikan informasi terbaru dan paket informasi sesuai
minat individu pengguna informasi yang menghendaki layanan
terachbut;

3. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pengguna;

Bagian Kedun

. Standansasi Layanan Jaringan Dolkumentasi dan Informasi Hukum secara
Omline

Fasal 16

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara online
adalah layanan dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang berupa
teks,gambar,data,animasi,suara video vang bersifat statis maupun dinamis
yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara
halaman satu dengan halaman lainnya yang bisa diakses melalui jaringan
internet dengan alamat akses : jdih.baubaukota.go.id.
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Pasal 17

Standarisasi layanan jaringan Dokumentasi dan  Informasi Hukum
mencakup :

a. Tampilan meliputi :

1. Nyaman untul dilihat

2. Mudah dinkses;

3. Sederhana;

4. Tidak menggunakan clemen yang bertentangan dengan norma
kesusilann:

5. Tidak memuat tampilan/Informasi yang tidak ada kaitannya
dengan JDIH;

6. Memuat Logo Pusat JDIH;

7. Menampilkan anggota jaringan memuat rencana kerja dan
program Pusat JDIH,;

8, Menyediakan pencarian produk hukum dengan mudah;

9, Menampilkan produk hukum terbaru;

b. Informasi Dasar,memuat :
1. Visi Misi,
Struktur Organisasi Pengelola Pusat JDIH;
Tata Cara penggunaan sistem
Kontak pengelolaan Pusat JDIH;
Informasi tentang Kegiatan pusat JDIH;
Site map untuk mempermudah pencarian dalam pengenalan
pola situs/Website;
7. Form interaktif Pusat JDIH;

e

¢. Komten atau isi layanan online mencakup
1. Informasi primer yaitu informasi berupa peraturan yang
diterbitkan olch Walikota Baubau;
2. Informasi sekunder yaitu informasi berupa Peraturan
Perundang-Undangan pusat, Provinsi, dan instrument
Dokumentasi lain;

d. Fungsionalitas, yakni :
1. Berita terkini JDIH;
2. Statistik pengunjung;
3. Penelusuram,
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e. Penyajian data, yaitu dalam bentul:
Katalog;

Abstralk;

Full teles dalam format PDF;
Tautan ke file yang relevan
Status Peraturamn;

N o G B e
a1

BAB V1
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Penyelenggaraan Pengelolaan JDIH Kota Baubau dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau dan sumber dana lain yang sah
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BaAB VI
KETENTUAN PENUTUF
Fasal 19
Peraturan Walikota ini mulai berlalou pada tanggal diundanghkan.

Agar setiap orang mengeiahuinya, memerinlahkan pengundangan FPeraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau,

Ditetapkan di Baubau,
pada tanggal, 2 e 2018
Fj. WALIKOTA BAUBAL

HADO HASINA
Diundangkan di Baubau, PARAF KODRDINASI
pada tanggal,] 2 "M 2018 NO.| WSTAMSUUNTRERJA | PARAF

BELD !.H
MACTEN ©
G

Ol Ee R | e | e
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